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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan

Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi dapat meningkat apabila
salah satunya meningkatkan jumlah pengusaha atau organisasi produktif. Koperasi dan
UMKM merupakan jenis kegiatan usahanya paling banyak melibatkan rakyat. Dengan
adanya Koperasi dan UMKM mampu meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi
masyarakat, serta meningkatkan pendapatan masyarakat yang memiliki berpendapatan
rendah dan kemiskinan melalui peningkatan kapasitas usaha, keterampilan pengelolaan
usaha sekaligus mendorong adanya kepastian, perlindungan, dan pembinaan usaha dari
pemerintah untuk masyarakat dan dari masyarakat itu sendiri. Kegiatan usaha dapat
berkembang dengan adanya akses permodalan. Program akses permodalan salah
satunya dari Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program KUR dapat mampu
memperdayakan UMKM (Damayanti dan Latif, 2015). Sejalan dengan penelitian
(Anggraini dan Nasution, 2013) bahwa semakin tinggi KUR akan meningkatkan
kegiatan usaha, atau pendapatan dari UMKM. Karenanya KUR salah satu hal yang

penting dalam meningkatkan atau memperdayakan UMKM.

Praktikan memilih Kementerian Koperasi dan UKM sebagai instansi tempat

praktikan melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) karena praktikan tertarik melihat



perkembangan koperasi untuk mampu bersaing dengan Bank. Praktikan memilih PKL
di bagian pembiayan khususnya di bidang penjaminan dikarenakan praktikan ingin
mengatuhi bagaimana pihak kementerian memberikan jaminan kepada simpanan
koperasi dan memberikan kemudahan untuk UKM dalam melakukan pembiayaan.
Salah satunya cara kementerian memberikan subsidi bunga/subsidi marjin di Kredit
Usaha Rakyat serta memberikan pendampingan melalui tenaga pendamping yang
diseleksi. Bagian penjaminan juga melaksanakan pembekalan pendampingan kepada
tenaga pendamping yang memberikan pendampingan minimal 12 usaha mikro per

bulan.

Perlu dilaksanakan PKL ini demi memenuhi permintaan tenaga kerja yang
kompeten dimasa yang akan datang. Melalui PKL di kementerian koperasi, maka
praktikan dapat mengetahui suatu hal yang baru mengenai pembiayaan di koperasi
serta mengetahui kondisi yang nyata dalam dunia kerja. Selain itu, praktikan juga dapat
mengimplementasikan ilmu yang didapat selama perkuliahan. Dan dengan kegiatan
PKL ini, pihak perguruan tinggi Universitas Negeri Jakarta memiliki kesempatan untuk

mengembangkan kerja sama yang baik dengan instansi terkait.

B. Maksud dan Tujuan PKL

Maksud dilaksankannya PKL, yaitu;

1. Meningkatkan wawasan, pengalaman dan keterampilan mahasiswa.

2. Mempelajari penerapan bidang koperasi dalam dunia kerja.



3. Menambah pengetahuan serta analisis dalam memecahkan masalah yang
dihadapi saat melaksankan PKL.

4. Mengimplementasikan dan membandingkan ilmu yang sudah didapat selama
perkuliahan di dunia kerja.

Tujuan dilaksanakannya PKL, yaitu;

1. Menyiapkan mahasiswa untuk menjadi sumber daya yang berkompeten di
dunia kerja.

2. Memenuhi salah satu matakuliah Praktik Kerja Lapangan yang merupakan
prasyarat wajib bagi mahasiswa program studi Pendidikan Ekonomi Fakultas
Ekonomi Univesitas Negeri Jakarta

3. Menciptakan tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan keunggulan yang
sesuai dengan kebutuhan permintaan tenaga kerja.

4. Memberikan pengalaman bagi mahasiswa untuk mengetahui, mempelajari serta
menganalisis lingkungan kerja.

5. Memberikan gambaran nyata kepada mahasiswa mengenai kondisi dunia kerja

6. Mendorong untuk berpikir mandiri, cekatan dan kreatif dalam menemukan dan
menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi selama praktek kerja.

C. Kegunaan PKL
Kegunaan PKL selama praktikan melakukan kegiatan di Kementerian Koperasi

dan UMKM vyaitu;



1. Bagi Praktikan
a. Mendapatkan pengalaman untuk mengenal dan menganalisis masalah-
masalah yang terjadi dalam lingkungan kerja.
b. Dapat menambah wawasan baru bagi praktikan mengenai perkoperasisan
dan bidang kerja yang menjadi fokus selama kegiatan PKL.
c. Langkah awal untuk menerapkan disiplin ilmu yang telah didapatkan
selama proses perkuliahan ke dalam bidang kerja yang dituju.
2. Bagi Fakultas
a. Dapat menjalin kerjasama dengan Kemenkop dan UKM
b. Menjadi sarana umpan balik dari penyempurnaan kurikulum yang sesuai
dengan dunia kerja
c. Mengetahui kemampuan mahasiswa dalam meningkatkan dan
mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama kegiatan perkuliahan.
d. Memperkenalkan Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Jakarta ke lingkup yang lebih luas.
3. Bagi Kemenkop dan UKM
a. Memgembangkan kerjasama dengan Universitas Negeri Jakarta
b. Memperoleh bantuan tenaga kerja selama pelaksanaan PKL berlangsung.
D. Tempat PKL
Praktikan melakukan PKL pada Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro

Menengah, yaitu;



Tempat : Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Menengah RI
Alamat :JI. H. R. Rasuna Said kav.3-4 Jakarta Selatan

Telp/Fax : 5204366/5204383

Email : bagdat@depkop.go.id

Website : www.depkop.go.id

Bagian : Penjaminan (Deputi Pembiayaan, Asdep Asuransi, Penjaminan

dan Pasar Modal).

Alasan praktikan memilih Kementerian Koperasi dan UKM sebagai tempat
dilaksanakan PKL karena ingin melihat pusat peraturan perkoperasian dan ditinjau dari

konsentrasi program studi pratikan yang berhubungan dengan koperasi.

E. Jadwal Waktu PKL
Waktu Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama 24 hari kerja, tehitung mulai
tanggal 28 Januari s.d 1 Maret 2019. Rangkaian kegiatan PKL yang dilakukan oleh

praktikan terdiri dari tiga tahapan antara lain;

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini praktikan mencari informasi ke beberapa instansi pemerintah yang
ada diwilayah Jakarta, khususnya Jakarta Selatan. Praktikan mencari instansi
pemerintah yang sesuai dan menerima PKL dibulan Januari s.d Febuari. Dan yang
sesuai dan menerima yaitu Kementerian Koperasi dan UKM. Praktikan ditawarkan
oleh bagian tata usaha untuk memilih posisi yang akan di tekuni selama PKL. Praktikan

memutuskan untuk ditempatkan di deputi pembiayaan. Setelah itu, praktikan meminta



surat pengantar dari kampus melalui bagian akademik Fakultas Ekonomi dan mengisi
pada laman bakh.unj.ac.id/sipermawa yang akan ditindak lanjuti oleh BAKHUM UNJ.
Surat permohonan perizinan PKL yang telah selesai dibuat oleh pihak BAKH UNJ.
Selanjutnya, praktikan menyerahkan surat tersebut kepada bagian Tata Usaha (TU)
kantor Kementerian Koperasi dan UKM RI pada tanggal 20 september 2018 yang
diserahkan ke Ibu tika dan Bapak Syamsudin selaku bagian TU. Kemudian praktikan
diminta untuk mengkonfirmasi kepada Bapak Marhaban Yusuf selaku kepala TU
bagian Deputi Pembiayaan yang kemudian praktikan diminta datang kembali saat
mulai pelaksanaan PKL di Deputi Pembiayaan Kementerian Koperassi dan UKM RI

pada Senin, 28 Febuari 2019.

2. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan PKL di Kementerian Koperasi dan UKM, praktikan
ditempatkan di deputi pembiayaan bidang asuransi, penjaminan dan pasar modal
bagian penjaminan. Praktikan melaksanakan PKL kurang lebih selama 1 (satu) bulan,
terhitung sejak tanggal 28 Januari s.d 1 Maret 2019. Adapun jadwal masuk praktikan

adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

Jadwal Kerja PKL

Hari Jam Kerja Istirahat

Senin-Kamis 07.30-15.30 WIB 12.00-13.00 WIB




Jumat

07.30-16.00 WIB

12.00-13.30 WIB

Sumber: data diolah penulis

3. Tahap Pelaporan

Dalam penulisan laporan PKL ini telah dimulai sejak minggu ke-tiga pelaksanaan

PKL. Laporan disusun sendiri oleh praktikan berdasarkan pengalaman, data, kegiatan,

serta hasil kerja yang dilakukan oleh praktikan selama kegiatan PKL berlangsung.

Dalam proses pelaporan, praktikan juga diberikan waktu untuk mencari data, dan

bertanya kepada karyawan dibagian praktikan melaksanakan PKL, sehingga praktikan

mendapatkan informasi lebih banyak mengenai pekerjaan setiap unit yang terdapat di

Kementerian Koperasi dan UKM RI.

Tabel 1.2

Timeline PKL di Kementerian Koperasi dan UKM

Bulan
NO Kegiatan
Sep | Oct | Nov | Des | Jan | Feb | Mar

1 | Pencarian Tempat \Y/

Kegiatan PKL
2 | Penyerahan surat \Y/

pegantar PKL
3 | Konfirmassi \Y \%

pelaksanaan PKL




kepada Kementerian
Koperasi dan UKM

RI

Pelaksanaan kegiatan

PKL

Penulisan laporan

PKL

Sumber: data diolah penulis




BAB Il

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL

A. Sejarah Kementerian Koperasi dan UKM RI
Periode Sebelum Kemerdekaan

Koperasi adalah institusi (Lembaga) yang tumbuh atas dasar solidaritas
tradisional dan kerjasama antar individu, yang pernah berkembang sejak awal sejarah
manusia sampai pada awal Revolusi Industrial di Eropa pada akhir abad 18 dan selama
abad 19, sering disebut sebagai Koperasi Historis atau Koperasi Pra-Industri. Koperasi
modern didirikan pada akhir abad 18, terutama sebagai jawaban atas masalah-masalah

sosia yang timbul selama tahap awal Revolusi Industri.

Di Indonesia, ide-ide perkoperasian diperkenalkan pertama kali oleh patih di
Purwokerto, Jawa Tengah, R Aria Wiraatmadja yang pada tahun 1896 mendirikan
sebuah Bank untuk Pegawai Negeri. Cita-cita semangat tersebut selanjutnya diteruskan

oleh De Wolffvan Westerrode.

Pada tahun 1908, Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo memberikan
peranan bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Pada tahun 1915
dibuat peraturan Verordening op de Cooperatieve Vereeniging, dan pada tahun 1927

Regeling Inlandschhe Cooperatiev.



10

Pada tahun 1927 dibentuk Serikat Dagang Islam, yang bertujuan untuk
memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusaha-pengusaha pribumi. Kemudian
padatahun 1929, berdiri Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan
penyebarluasan semangat koperasi. Hingga saat ini kepedulian pemerintah terhadap
keberadaan koperasi nampak jelas dengan membentuk lembaga yang secara khusus

menangani pembinaan dan pengembangan koperasi.

Kronologis Lembaga yang menangani pembinaan koperasi pada saat itu adalah

sebagai berikut:

Pada tahun 1930, pemerintah Hindia Belanda membentuk Jawatan Koperasi yang
keberadaanya dibawah Departemen Dalam Negeri, dan diberi tugas untuk melakukan

pendafataran dan pengesahan koperasi, tugas ini sebelumnya dilakukan oleh Notaris.

Pada tahun 1935, jawatan koperasi dipindahkan ke Departemen Economische
Zaken, dimasukkan dalam usaha hokum (Bafdeeling Algemeene Economische

Aanglegenheden). Pimpinan Jawatan Koperasi diangkat menjadi Penasehat.

Pada tahun 1939 Jawatan Koperasi dipisahkan dari Afdeeling Algemeene
Aanglegenheden ke Departemen Perdagangan Dalam Negeri menjadi Afdeeling
Coperatie en Binnenlandsche Handel. Tugasnya tidak hanya memberi bimbingan dan

penerangan tentang koperasi tetapi meliputi perdagangan untuk Bumi Putra.

Pada tahun 1942, pendudukan Jepang berpengaruh pula terhadap keberadaan

jawatan koperasi. Saat ini jawatan koperasi dirubah menjadi SYOMIN KUMIAI
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TYUO DIJIMUSYO dan Kantor di daerah diberi nama SYOMIN KUMIAI

DJIMUSYO.

Pada tahun 1944, didikan JUMIN KEIZAIKYO (Kantor Perekonomian Rakyat)
Urusan Koperasi menjadi bagiannya dengan nama KUMAIKA, tugasnya adalah

mengurus segala aspek yang bersangkutan dengan Koperasi.

Periode Setelah Kemerdekaan
Pada tahun 1945, Koperasi masuk dalam tugas Jawatan Koperasi serta

Perdagangan Dalam Negeri dibawah Kementerian Kemakmuran.

Pada tahun 1946, urusan Perdagangan Dalam Negeri dimasukkan pada Jawatan

Perdagangan, sedangkan Jawatan Koperasi berdiri sendiri mengurus soal koperasi.

Pada tahun 1947-1948, Jawatan Koperasi dibawah pimpinan R. Suria Atmadja,
pada masa ini ada suatu peristiwa yang cukup penting yaitu tanggal 12 Juli 1947,
Gerakan Koperasi mengadakan Kongres di Tasikmalaya dan hasil Kongres

menetapkan bahwa tanggal 12 Juli dinyatakan sebagai Hari Koperasi.

Pada tahun 1949, pusat JAwatan Koperasi RIS berada di Yogyakarta, tugasnya
adalah mengadakan kontak dengan jawatan koperasi di beberapa daerah lainnya. Tugas
pokok yang dihasilkan telah melebur Bank dan Lumbung Desa dialihkan kepada
Koperasi. Pada tahun yang sama yang diundangkan dengan Regeling Cooperatieve

1949 Ordinasi 7 Juli 1949 (SBT No. 179).
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Pada tahun 1950, Jawatan Koperasi Rl yang berkedudukan di Yogyakarta

digabungkan dengan JAwatan Koperasi RIS, berkedudukan di Jakarta.

Pada tahun 1954, Pembina Koperasi masih tetap diperlukan oleh Jawatan

Koperasi dibawah pimpinan oleh Rusli Rahim.

Pada tahun 1958, Jawatan Koperasi menjadi bagian dari Kementerian

Kemakmuran.

Pada tahun 1960, perkoperasian dikelola oleh Menteri Transmigrasi Kopeasi dan
Pembangunan Masyarakat Desa (TRANSKOPEMADA), dibawah pimpinan seorang

seorang Menteri yang dijabat oleh Achmadi.

Pada tahun 1963, transkopemada diubah menjadi Departemen Koperasi dan tetap

dibawah pimpinan Menteri Achmadi.

Pada tahun 1964, Departemen Koperasi diubah menjadi Departemen
Transmigrasi dan Koperasi dibawah pimpinan Menteri Achmadi kemudian diganti oleh
Drs. Achadi, dan Direktur Koperasi dibawah pimpinan seorang Direktor Jendral yang

bernama Chodewi Amin.

Pada tahun 1966, Departemen Koperasi kembali berdiri sendiri dan dimpin oleh
Pang Suparto. Pada tahum yag, Departemen Koperasi dirubah mejadi Kementerian
Perdagangan dan Koperasi dibawah pimpinan Prof. Dr. Sumitro Sjojohadikusumo,
sedangkan Direktur Jendral Koperasi dijabat oleh Ir. Ibnoe Soedjono (dari tahun 1960

s.d 1966).
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Pada tahun 1967 diberlakukan Undang-undangan Nomor 12 Tahun 1967 tentang
pokok-pokok perkoperasian tanggal 18 Desember 1967. Koperasi masuk dalam jajaran
Departemen Dalam Negeri dengan status Direktorat Jendral. Mendagri dijabat oleh

Basuki Rachmad, dan menjabat sebagai Dirjen Koperasi adalah Ir. Ibnoe Soedjono.

Pada tahun 1968, kedudukan Direktorat Jendral Koperasi dilepas dari
Departemen Dalam Negeri, digabungkan kedalam jajaran Departemen Transmigrasi

dan koperasi, ditetapkan berdasarkan:

1. Keputusan Presiden Nomor 183 Tahun 1968 tentang Susunan Organisasi
Departemen.

2. Keputusan Menteri Transmigrasi dan Koperasi Nomor
120/KTS/Mentranskop/1969 tentang Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi
Susunan Organisasi berserta Tata Kerja Direktorat Jendral Koperasi.

3. Menjabat sebagai Menteri Transkop adalah M. Sarbini, Sedangkan Dirjen

Koperasi tetap Ir. Ibnoe Soedjono.

Pada tahun 1974, Direktorat Jendral Koperasi kembali mengalami perubahan
yaitu digabung kedalam jajaran Departemen Tenaga kerja, Transmigrasi dan Koperasi,

yang ditetapkan berdasarkan:

1. Keputusan Presiden Nomor 45 tahun 1974 tentang Susunan Organisasi

Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi
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2. Instruksi Menteri Tenaga Kerja, Transmigrassi dan Koperasi: INS-
19/MEN/1974, tentang Susunan Organisasi Direktorat Jendral Koperasi tidak
ada perubahan (tetap memberlakukan Keputusan Menteri Transmigrasi Nomor:
120/KPTS/Menstranskop/1969 yang berisi penetapan tentang Susunan
Organisasi Direktorat Jendral Koperasi.

3. Menjabat sebagai Menteri adalah Prof. Dr. Subroto, adapun Dirjen Koperasi

tetap Ir. Ibnoe Soedjono.

Pada tahun 1978, Direktorat Jendral Koperasi masuk dalam Departemen
Perdagangan dan Koperasi, dengan Drs. Radius Prawiro sebagai Menterinya. Untuk
memperkuat kedudukan koperasi dibentuk pula Menteri Muda Urusan Koperasi, yang
dipimpin oleh Bustanil Arifin, SH. Sedangkan Dirjen Koperasi dijabat oleh Prof. Dr.

Ir. Soedjanadi Ronodiwiryo.

Pada tahun 1983, dengan berkembangnya usaha koperasi dan kompleksnya
masalah yang dihadapi dan ditanggulangi, koperasi melangkah maju di berbagai bidang
dengan memperkuat kedudukan dalam pembangunan, maka pada Kabinet
Pembangunan IV Direktorat Jendral Koperasi ditetapkan menjadi Departemen

Kopeasi, melalui Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1983, tanggal 23 April 1983.

Pada tahun 1991, melalui Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun1991, tanggal 10
September 1991 terjadi perubahan susunan organisasi Departemen Koperasi yang

disesuaikan keadaan dan kebutuhan.
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Pada tahun 1992, diberlakukan Undang-undang Nomor: 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian, selanjutnya mencabut dan tidak berlakunya lagi Undang-undang

Nomor: 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok Perkoperasian.

Pada tahun 1993, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor: 96 Tahun 1993,
tentang Kabinet Pembangunan VI dan Keppres Nomor 58 Tahun 1993, telah terjadi
perubahan nama Departemen Koperasi menjadi Departemen Koperasi dan Pembinaan
Pengusaha Kecil. Tugas Departemen Koperasi menjadi bertambah dengan membinan
Pengusaha Kecil. Hal ini merupakan perubahan yang strategis dan mendasar, karena
secara fundamental golongan ekonomi kecil sebagai suatu kesatuan dan keseluruhan
dan harus ditangani secara mendasar mengingat yang perekonomian tidak terbatas

hanya pada pembinaan perkoperasian saja.

Pada tahun 1996, dengan adanya perkembangan dan tuntutan di lapangan, maka
diadakan peninjauan kembali susunan organisasi Departemen Koperasi dan Pembinaan
Pengusaha Kecil, khususnya pada unit operasional, yaitu Ditjen Pembinaan Koperasi
Perkotaan, Ditjen Pembinaan Koperasi Pedesaan, Ditjen Pembinaan Pengusaha Kecil.
Untuk mengantisipasi hal tersebut telah diadakan perubahan dan penyempurnaan
susunan organisasi serta menomenklaturkannya, agar secara optimal dapat menampung

seluruh kegiatan dan tugas yang belum tertampung.

Pada tahun 1998, dengan terentuknya Kabiner Pembangunan VII berdasarkan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 62 Tahun 1998, tanggal 14 Maret

1998, dan Keppres Nomor 102 Tahun 1998 telah terjadi penyempurnaan nama
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Departemen Koperasi dan Pengusaha Kecil, hal ini merupakan penyempurnaan yang
kritis dan strategi karena kesiapan untuk melaksanakan reformasi ekonomi dan
keuangan dalam mengatasi masa Krisis saat itu serta menyiapkan landasan yang kokoh,
kuat bagi Koperasi dan Pengusaha Kecil daam memasuki persaingan bebas/era

globalisasi yang penuh tantangan.

Pada tahun 1999, melalui Keppres Nomor 134 Tahun 1999 tanggal 10 November
1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri
Negara, maka Departemen Koperasi dan PK diubah menjadi Menteri Negera Koperasi

dan Pengusaha Kecil dan Menengah.

Pada tahun 2000, berdasarkan Keppres Nomor 51 Tahun 2000 tanggal 7 April
2000, maka ditetapkan Badan Pengembangan Sumber Daya Koperasi dan Pengusaha
Kecil Menengah. Melalui Keppres Nomor 166 Tahun 2000 tanggal 23 November 2000
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Pemerintah Non Departemen. Maka dibentuk Badan Pengembangan Sumber
Daya Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah (BPS-KPKM). Berdasarkan
Keppres Nomor 163 Tahun 2000 tanggal 23 November tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negera, maka
Menteri Negara Koperasi dan PKM diubah menjadi Menteri Negera Urusan Koperasi
dan Usaha Kecil dan Menengah. Melalui Keppres Nomor 175 Tahun 2000 tanggal 15

Desember 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Menteri Negara, maka Menteri



17

Negara Urusan Koperasi dan UKM diubah menjadi Menteri Negara Koperasi dan

Usaha Kecil dan Menengah.

Pada tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara, maka dikukuhkan kembali Menteri Negara

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menegah.

Berdasarkan Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tanggal 13 September 2001
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Non Pemerintah, maka Badan Pengembangan Sumber Daya Koperasi dan

Pengusaha Kecil Menengah dibubarkan.

Melalui Keppres Nomor 108 Tahun 2001 tanggal 10 Oktober 2001 tentang Unit
Organisasi dan Tugas Eselon | Menteri Negara, maka Menteri Negara Koperasi dan
UKM ditetapkan membawahi Setmeneg, Tuju Deputi, dan Lima Staf ahli. Susunan ini

berlaku hingga tahun 2004 sekarang ini.

B. Dasar Hukum

Terbentuknya Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Berdasarkan:

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001. Kepetusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara. Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,

Fungsi, Kewenangan, Susumam Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
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Departemen. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2001 tentang

Unit Organisasi dan Tugas Eselon | Menteri Negara.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Tata Kerja, dan Susunan Organisasi Kementerian Negara Koperasi dan UKM.
Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2015
TENTANG KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH
C. Visi dan Misi
1. Visi Kementerian Koperasi dan UKM

Mengacu pada peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 09/M/2005
tanggal 31 Januari 2005 bahwa kedudukan Kementerian Koperasi dan UKM adalah
unsur pelaksana pemerintah dengan tugas membantu Presiden untuk
mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan
pemberdayaan Koperasi dan UKM di Indonesia. Tugas Kementerian Koperasi dan
UKM adalah merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan perencanaan,
pelaksanaan, pemantauan serta pengendalian pemberdayaan koperasi dan UKM di
Indonesi. Sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya Kementerian Koperasi dan

UKM telah menetapkan visi, yaitu “Menjadi Lembaga Pemerintah yang kredibel dan
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Efektif untuk mendinamisasi pemberdayaan koperasi dan UMKM dalam rangka

meningkatkan produktivitas, daya saing dan Kemandirian”.

2. Misi Kementerian Koperasi dan UKM
Rumusan misi Kementerian Koperasi dan UKM adalah: Memberikan kontribusi
nyata dalam pembangunan nasional melalui perumusan kebijakan nasional;
pengkoordinasian  perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian  kebijakan
pemberdayaan di bidang koperasi dan UMKM; serta peningkatan sinergi dan peran
aktif masyarakat dan dunia usaha dalam rangka meningkatkan produktivitas, daya
saing dan kemandirian koperasi dan UMKM secara sistematis, berkelanjutan dan

terintegrasi secara nasional.

3. Tujuan Kementerian Koperasi dan UKM
Tujuan Kementerian Koperasi dan UKM secara umum adalah menjadikan
KUMKM sebagai pelaku ekonomi utama dalam perekonomian nasional yang berdaya
saing. Tujuan Kementerian Koperasi dan UKM selama periode tahun 2005- 2009 dapat

dirumuskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan kondisi yang mampu menstimulan, mendinamisasi dan
memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya 70.000 (tujuh puluh ribu) unit
koperasi yang berkualitas usahanya dan 6.000.000 (enam juta) unit usaha
UMKM baru

2. Menumbuhkan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan usuha

koperasi dan UMKM pada berbagai tingkatan pemerintahan
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3. Meningkatkan produktivitas, daya saing dan kemandirian koperasi dan
UMKM di pasar dalam dan luar negeri
4. Mengembangkan sinergi dan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam
pemberdayaan koperasi dan UMKM
5. Memberikan pelayanan public yang berkualitas, cepat, tepat, transparan dan
akuntabel.
D. Struktur Organisasi
Struktur organisasi merupakan pola yang membahas tentang tugas atau pekerjaan
yang dibagi, dikelompokkan, serta dikoordinasikan secara formal. Struktur organisasi
menggambarkan pengorganisasian tugas atau pekerjaan yang diabgi dalam
departemen-departemen dan jabatan tertentu, membagi tugas dan tanggung jawab yang
berkaitan dengan masing-masing jabatan, serta mengelompokkan pekerjaan dalam

unit-unit yang lebih kecil.

Struktur organisasi juga terdapat dalam lingkup pelaksanaan kegiatan di Deputi
Pembiayaan. Dalam hal ini yang akan dibahas struktur organisasi mengenai Deputi
Pembiayaan, yang khususnya bagian Asdep Asuransi, Penjaminan dan Pasar Modal
tempat praktikan melakukan kegiatan PKL. Berikut adalah penjelasan struktur
organisasi Bidang Deputi Pembiayaan dan Khususnya Asdep Asuransi, Penjaminan

dan Pasar Modal:

a. Deputi Bidang Pembiayaan
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Deputi Bidang Pembiayaan memiliki tugas yaitu membantu Menteri Koperasi
dan Usaha Kecil dan Menengah dalam menyiapkan perumusan kebijakan di
bidang pembiayaan yang meliputi, perumusan, koordinasi, perencanaan,
pengembangan kebijakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil
dan menengah di bidang pembiyaan.

. Asisten Deputi Asuransi, Penjaminan dan Pasar Modal

Asisten Deputi Asuransi, Penjaminan dan Pasar Modal memiliki tugas yaitu
melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi kebijakan, penyelenggaraan
fungsi pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menangah, dan
sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan

pelaporan di bidang asuransi, penjaminan dan pasar modal.

Bidang Asuransi

Bidang Asuransi memiliki tugas untuk membantu Asisten Deputi Asuransi,
Penjaminan dan pasar modal dalam menyiapkan perumusan, koordinasi
kebijakan, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan koperasi dan usaha
mikro, kecil dan menengah, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan,

pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang asuransi.

. Sub Bidang Asuransi Umum
Subbidang Asuransi Umum memiliki tugas untuk membantu ketua Bidang

Asuransi dalam melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi kebijakan,
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penyelenggaraan fungsi pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan
menengah, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis,
evaluasi dan pelaporandi bidang asuransi umum.

e. Sub Bidang Asuransi Kredit
Subbidang Asuransi Kredit memiliki tugas membantu ketua Bidang Asuransi
dalam penyiapan perumusan, koordinasi kebijakan, penyelenggaraan fungsi
pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, dan sinkronisasi
pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang
asuransi kredit.

f. Bidang Penjaminan
Bidang Penjaminan memiliki tugas membantu Asisten Deputi Bidang
Asuransi, Penjaminan, dan Pasar Modal dalam melaksanakan penyiapan
perumusan, koordinasi kebijakan, penyelenggaraan fungsi pemberdayaan
koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, dan sinkronisasi pelaksanaan
kebijaka, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penjaminan.

g. Sub Bidang Penjaminan Kredit
Subbidang Penjaminan Kredit memiliki tugas membantu Ketua Bidang
Penjaminan dalam melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi kebijakan,
penyelenggaraan fungsi pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan
menengah, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijaka, pemantauan, analisis,
evaluasi dan pelaporan di bidang penjaminan kredit.

h. Sub Bidang Penjaminan Simpanan Koperasi
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Subbidang Penjaminan Simpanan Koperasi memiliki tugas membantu Ketua
Bidang Penjaminan dalam melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi
kebijakan, penyelenggaraan fungsi pemberdayaan koperasi dan usaha mikro,
kecil dan menengah, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijaka, pemantauan,
analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penjaminan simpanan koperasi.
Bidang Pasar Modal

Bidang Pasar Modal memiliki tugas membantu Asisten Deputi Bidang
Asuransi, Penjaminan dan Pasar Modal dalam melaksanakan penyiapan
perumusan, koordinasi  kebijakan, penyelenggaraan  fungsi  teknis
pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, dan sinkronisasi
pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang
pasar modal.

Sub Bidang Obligasi dan Surat Utang

Subbidang Obligasi dan Surat Utang memiliki tugas membantu Ketua Bidang
Pasar Modal dalam dalam melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi
kebijakan, penyelenggaraan fungsi pemberdayaan koperasi dan usaha mikro,
kecil dan menengah, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijaka, pemantauan,

analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang obligasi dan surat utang.

. Sub Bidang Investasi Dana dan Modal Penyertaan
Subbidang Investasi Dana dan Modal Penyertaan memiliki tugas membantu

Ketua Bidang Pasar Modal dalam dalam melaksanakan penyiapan perumusan,
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koordinasi kebijakan, penyelenggaraan fungsi pemberdayaan koperasi dan
usaha mikro, kecil dan menengah, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijaka,
pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang investasi dana dan

modal penyertaan.
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E. Kegiatan Umum Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Republik Indonesia

Dalam pelaksanaan terkait dengan tata kelola maupun usaha, Kementerian

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah memiliki beberapa kegiatan umum. Berikut

kegiatan umum tesebut merupakan hal-hal penting yang dilakukan oleh koperasi:
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Revitalisasi dan Modernisasi Koperasi

Penyuluhan dalam rangka gerakan masyarakat sadar terhadap koperasi dan
UMKM

Penataan Peraturan Perundang-Undangan di bidang koperasi dan usaha mikro,
kecil dan menengah, seperti penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) atau

Peraturan Pementeri (Permen).



BAB 111

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

A. Bidang Kerja

PKL telah dilaksanakan pada tanggal 28 Januari — 1 Maret 2019 di Kementerian
Koperasi dan UKM. Dalam pelaksanaan PKL, praktikan ditempatkan di deputi
pembiayaan bidang penjaminan. Deputi bidang Pembiayaan memiliki tugas membantu
Menteri Koperasi dan UKM dalam menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi
pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan yang meliputi, perumusan koordnasi,
perencanaan, pengembangan kebijakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro,
kecil dan menengah di bidang pembiayaan. Salah satu asdep bidang pembiyaan adalah
asdep bagian asuransi, penjaminan dan pasar modal yang melaksanakan tugas
penyiapan perumusan, koordinasi kebijkan, penyelenggaraan fungsi pemberdayaan
koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, dan sinkrosisasi pelaksanaan
kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang asuransi,
penjaminan dan pasar modal. Dari berbagai bidang yang ada di deputi pembiayaan,
praktikan ditempatkan di bidang Penjaminan Simpanan Koperasi bagian Kredit Usaha
Rakyat (KUR). Bagian penjaminan bagian KUR memiliki tugas berkoordinasi dengan
perangkat daerah Provinsi/D.l, Perangkat daerah Kabupaten/Kota, Penyalur KUR dan
memberikan pembekalan untuk tenaga pendamping dan koordinator pendamping.

Namun pada pelaksanaan pekerjaannya praktikan diminta untuk membantu mengurusi
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berkas-berkas tenaga pendamping Koordinator dan UKM yang telah disalurkan KUR

di Jawa barat serta membantu mengisi ringkasan laporan KUR berdasarkan Provinsi.

Berkas-berkas tenaga pendamping, dan koordinator pendamping yang dimaksud
sudah berbentuk laporan yang berisi biodata tenaga pendamping, kordinator
pendamping serta Kertas Kerja UKM. Mengumpulkan data-data seperti itu untuk
proses pencairan atau syarat pembayaran honor kepada tenaga dan koordinator

pendamping.

B. Pelaksanaan Kerja

Praktikan melaksanakan kegiatan PKL terhitung sejak 28 Januari 2019 sampai
dengan 1 Maret 2019. Kegiatan PKL dilakukan sesuai hari kerja yang berlaku di
Kemenkop, yaitu hari senin hingga jumat, dengan waktu kerja pada senin sampai kamis
pukul 07.30-15.30 WIB, waktu istirahat pukul 12.00-13.00 dan hari jumat pukul 07.30-
16.00, waktu istirahat 12.00-13.30. Adapun tugas yang dijalankan oleh praktikan,

diantaranya:

1) Menyusun Berkas Pendamping dan Koordinator KUR Sesuai Wilayah
Penjelasan untuk alur pekerjaan praktikan sebagai berikut:

a. Menerima berkas dari karyawan

Praktikan menerima berkas yang diberikan oleh karyawan berupa berkas-
berkas dari koordinator yang diberikan oleh salah satu karyawan untuk di

susun sesuai wilayah dan sesuai koordinator di jawa barat.
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b. Menyusun berkas

Praktikan menyusun berkas yang telah diberikan, dengan cara memisahkan
berkas sesuai wilayah dan koordinatornya. Agar memudahkan praktikan

dalam menginput berkas tersebut.

2) Mengurus berkas pendamping dan koordinator KUR
Penjelasan untuk alur pekerjaan praktikan sebagai berikut:

a. Menerima berkas dari karyawan

Praktikan menerima berkas yang diberikan oleh salah satu karyawan
pendamping praktikan selama kegiatan PKL. Sehingga tidak setiap hari
praktikan menerima berkas pendamping dan koordinator. Apabila ada
berkas yang kurang jelas maka praktikan menanyakan kepada karyawan

tersebut agar data pendamping dan koordinator tidak terjadi kesalahan.

Contoh data yang akan di input ke dalam MS. Excel:

Gambar 111.1
Berkas Pendamping KUR
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b. Menginput data ke MS. Excel
Data-data yang telah diberikan di input kedalam MS. Excel, data tersebut
berisikan, nama pendamping, koordinator pendamping, jumlah pengajuan
plafon, alamat. Dalam penginputan sendiri sudah ada formatnya hanya

melanjutkan saja. Contoh penginputan yang dilakukan oleh praktikan dari

data yang telah diberikan:

Laporan Tenaga Pendamping fransius1B3@gmailcom B —

W inset  Pagelayout  Formulas  Data  Review View Help  Q Tellmewhatyou want to do 3 Share

&
B = 5 B T | X Autosum - A
AR

Clai Filter = Select *

&D & cut
BB Copy -
e

o o <0 8 Condtional Formatas Call | Insert Delete Format
T Format Painter sy $r% 0 W e B & &

Formatting = Table ™ Styles
Number 5 Styles celis Editing ~

Clipboard = Font

¥3335 g fe

11:26 AM
20s T

Gambar 111.2
Input Data Pendamping dan Koordinator KUR
Berkas yang telah di input ke dalam Ms. Excel sesuai jenisnya dan sesuai nama
pendampingnya dilakukan pengecekan ulang berkali-kali agar angkanya tidak keliru

atau salah.
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C. Kendala yang di hadapi

Kendala yang dihadapi praktikan pada saat pelaksanaan PKL praktikan dihadapi
beberapa kendala yang sebelumnya tidak terprediksi. Kendala yang dihadapi oleh
praktikan berupa kendala internal maupun eksternal. Berikut kendala yang dihadap

praktikan:

1. Kendala Praktikan
Kendala yang dialami praktikan dari segi internal. Kendala internal merupakan

kendala yang dihadapi dari dalam diri praktikan, seperti:

a. Sulit beradaptasi dengan lingkungan kerja

Saat pertama kali praktikan merasa tidak nyaman berada di lingkungan
kerja. Butuh beberapa waktu untuk menyesuaikan atau beradaptasi dengan
kondisi lingkungan kerja. Adaptasi merupakan salah satu hal utama yang
dihadapi seseorang ketika memasuki lingkungan yang baru. Adaptasi yang
di lakukan praktikan menyamakan pakaian sesuai jadwal yang di tentukan,
berkomunikasi dengan karyawan tempat praktikan di tempatkan, serta
pekerjaan yang diterima dan yang akan dikerjakan oleh praktikan. Kendala
yang utama ialah membangun komunikasi dengan karyawan bidang
penjaminan simpanan koperasi khususnya dengan kepala subbbidang
tersebut, karena waktu bertatap muka yang terbatas.

b. Kurang teliti dalam menyusun berkas
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Praktikan dalam menyusun berkas membutuhkan waktu yang cukup lama,
karena harus memisahkan beberapa berkas yang cukup banyak, sehingga
praktikan sering salah meletakkan berkas yang tidak sesuai dengan wilayah
dan koordinatornya.

c. Kurang mengerti dalam pengoperasian Ms. Excel
Dalam penginputan data ke Ms. Excel masih banyak rumus yang praktikan
belum mengetahui sehingga praktikan di bantu oleh salah satu karyawan.

d. Kurang teliti dalam penginputan data
Dikarenakan banyaknya satuan angka yang di input seperti memasukan
nomer hp, alamat, serta jumlah plafond KUR yang jumlahnya banyak.
Sehingga terlalu banyaknya yang perlu di masukan dan masih belum
terbiasa, praktikan masih memerlukan waktu yang cukup banyak untuk
menginput satu berkas.

2. Kendala Tempat PKL
Kendala yang di hadapi praktikan dari segi eksternal. Kendala eksternal

merupakan kendala yang dihadapi dari luar diri praktikan, seperti:

a. Kurangnya fasilitas kerja
Fasilitas kerja menjadi salah satu bagian pendukung yang penting dalam
melaksanakan pekerjaan, terutama jika pekerjaan yang berhubungan
langsung dengan penginputan data yang membutuhkan komputer. Dalam

pelaksanaan PKL, praktikan mengalami kendala terkait fasilitas kerja yang
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tersedia di kantor. Di meja tempat praktikan bekerja tidak memiliki komputer
lebih yang dapat digunakan oleh praktikan dalam melakukan input data yang
berhubungan dengan penginputan data ke Ms. Excel. Hal ini berdampak pada
kesulitan yang dihadapi praktikan dalam menyelesaikan selama beberapa hari
pada awal pelaksanaan penginputan.
b. Kurangnya akses fasilitas lainnya
Selama pelaksanaan PKL, praktikan selalu meminta satpam untuk
membukakan pintu, karena tidak diberikan tanda pengenal sementara untuk
membuka pintu tersebut. Sehingga membuat praktikan setiap memasuki
kantor diperiksa dan ditanya yang membuat tidak nyaman untuk
melaksanakan pekerjaan selanjutnya.
D. Cara Mengatasi Kendala
Kendala yang dihadapi oleh praktikan dalam perlaksanaan kerjanya, membuat
praktikan mencari cara untuk mengatasi kendala tersebut agar dapat mengerjakan
tugas. Cara-cara yang dilakukan oleh praktikan dalam mengatasi kendala yang dihadai,
yaitu:
1. Cara Mengatasi Kendala Praktikan
a. Membangun komunikasi dengan baik
Praktikan dalam melaksanakan pekerjaan menyadari masih banyak hal yang
praktikan belum mengetahui. Sehingga praktikan membutuhkan waktu

adabtasi. Karena dengan beradaptasi dapat meningkatkan produktivitas kerja
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(Rohadi, Haryono, dan Paramita, 2016). Beradaptasi dengan cara
memperhatikan terlebih dahulu lingkungan sekitar dan melihat karakteristik
karyawan. Karena pekerjaan praktikan berupa penginputan berkas
pendamping KUR, masih banyak istilah yang belum diketahui. Hal tersebut
membuat praktikan mengatasi kendalanya dengan melakukan komunikasi
yang baik dan bertanya kepada karyawan terkait hal-hal yang berkaitan
dengan pekerjaan yang di lakukan oleh praktikan serta menanyakan hal kecil
yang dapat mencairkan suasana, hal ini termasuk komunikasi antarpribadi.
Komunikasi antarpribadi merupakan komunikasi yang berlangsung dalam
situasi tatap muka antara dua orang atau lebih, baik secara terorganisasi
maupun pada kerumunan orang (Wiryanto dalam Novianti, Mariam, dan
Rembang, 2017). Dengan komunikasi yang baik akan menciptakan suasana
yang harmonis dalam lingkungan kerja.

Belajar dari youtube

Teori belajar Konstruktivisme adalah melihat belajar sebagai proses aktif
pelajar mengkonstruksikan arti baik dalam bentuk teks, dialog, pengalaman
fisis, ataupun bentuk lainnya. Von glaserfeld menyatakan bahwa dalam
perspektif konstruktivis, belajar bukan suatu perwujudan hubungan
stimulus-respons (Sukiman, 2008). Sehingga untuk mengatasi kendala yang
bisa dipelajari melalui media lain sesuai dengan teori kontruktivisme.
Contohnya saat dalam penginputan data ke Ms. Excel praktikan masih belum

mengetahui banyak mengenai rumus-rumus di Ms. Excel. Sehingga
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praktikan untuk mengatasi kendala tersebut bertanya kepada karyawan dan
juga ditambah melalui video tutorial yang dapat di akses di youtube.
c. Memeriksa ulang

Dalam penginputan data ke Ms. Excel, data tersebut banyak angka dan
jumlah yang membuat praktikan sering keliru dalam penginputan. Untuk
mengatasi kendala tersebut praktikan mengecek berulang kali data yang
telah di input agar tidak ada yang salah, karena 1 angka pun akan berakibat
buruk. Sehingga untuk meminimalisir hal buruk terjadi maka praktikan
harus teliti sekali dalam penginputan setiap angka dan melakukan
pengecekan berkali-kali.

2. Cara Mengatasi Kendala Tempat PKL
a. Menyediakan peralatan kerja pribadi

Pada saat melaksanakan PKL, praktikan membutuhkan alat kerja untuk
mengerjakan penginputan data pendamping dan koordinator KUR berupa
komputer atau laptop. Namun, karena kantor tidak menyediakan computer
atau laptop lebih, maka praktikan membawa laptop pribadi sebagai alat
kerja. Dalam mengatasi kendala tersebut praktikan menyediakan fasilitas
kerja menggunakan barang pribadi, sehingga praktikan dapat mengerjakan
tugas dengan baik.
b. Membuat kartu nama sementara
Setiap memasuki kantor praktikan akan melalui pintu otomatis yang dapat

di buka dengan kartu nama yang dibuat oleh kantor. Karena praktikan tidak
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memiliki kartu nama tersebut, praktikan selalu meminta penjaga keamanan
untuk membukakan pintu yang membuat kurang nyaman bagi praktikan
karena akan ditanyakan setiap kali masuk kantor. Untuk kendala tersebut
praktikan menyarankan untuk membuat kartu nama sementara yang dapat

diakses praktikan.

E. Analisis Upaya Bidang Pembiayaan dalam Meningkatkan dan

Memperdayakan UMKM dan Perekonomian Indonesia melalui Program
Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Upaya bidang pembiayaan di Kementerian Koperasi dan UKM untuk

meningkatkan Produktivitas UMKM dan Perekonomian Indonesia dengan KUR adalah

sebagai berikut:

1. Sosialisasi Mengenai Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Sosialisasi Program mengenai KUR yang bertujuan untuk memberikan

informasi dan persepsi yang sama terkait program KUR kepada pelaku koperasi

dan UMKM agar manfaat program KUR ini dapat dirasakan oleh seluruh pelaku

koperasi dan UMKM, dengan peserta sebagai berikut:

a.
b.

C.

Unsur Dinas dan Pemerintah Daerah

Pengurus Koperasi di Wilayah Kota/Kab tempat pelaksanaan sosialisasi
UMKM terutama bidang Usaha Mikro dan Kecil baik industri kecil,
pertanian, perikanan dan perdagangan dan/atau yang terkait dengan
bidang tersebut di wilayah Kota/Kab tempat pelaksanaan sosialisasi.
UMKM anggota Perhimpunan/Asosiasi di wilayah Kota/Kab tempat
pelaksanaan sosialisasi. Adapun yang menjadi narasumber, yaitu:

a). Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

b). Kementerian Koperasi dan UKM
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c). Bank Penyalur KUR
d). Perusahaan Penjamin
2. Pendampingan Koperasi dan UKM mengenai Kredit Usaha Rakyar (KUR)

Pendampingan KUR bertujuan untuk meningkatkan akses pembiayaan Usaha
Mikro Kecil melalui program KUR melalui pendamping yang telah ditetapkan,

Adapun tugas dan fungsi tenaga pendamping sebagai berikut:

a. Memberikan pendampingan kepada UMK dalam mengakses KUR ke
penyalur KUR sekurang-kurangnya 12 (dua belas) UMK per bulan

b. Memberikan konsultasi pengembangan usaha bagi UMK yang telah
mendapatkan KUR dan masukan bagi UMK yang belum dapat
merealisasikan KUR dan

c. Melaporkan hasil pelaksanaan pendampingan termasuk monitoring dan
evaluasi perbulan

3. Peran serta Koperasi sebagai Penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Koperasi Penyalur
KUR, persyaratan KSP dan KSPPS untuk menjadi penyalur KUR sebagai
berikut:

a. Memenuhi kriteria koperasi sehat dan berkinerja baik

b. Melakukan kerja sama dengan perusahaan penjamin

c. Telah menerapkan sistem online dengan Sistem Informasi Kredit Program
(SIKP)

d. Melakukan kerja sama dengan OJK untuk akses Sistem Layanan
Informasi Kredi (SLIK) sebabagi pelapor sukarela

e. Melakukan perjanjian kerja sama pembiayaan dengan Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) dalam rangkan pembiayaan skema subsidi bunga KUR.

F. Analisis Peranan Kredit Usaha Rakyat Terhadap Perkembangan UMKM
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Salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan UMKM
kepada lembaga keuangan dengan pola penjaminan adalah Kredit Usaha Rakyat
(KUR) yang di luncurkan pada November 2007. Dalam perkembangannya, KUR
skema subsidi Imbal Jasa Penjaminan (1JP) sejak November 2007 sampai dengan 31
Desember 2014 telah disalurkan sebesar 213,88 triliun. Untuk tahun 2017 saja, jumlah
kredit yang disalurkan adalah sebesar Rp 96,7 triliun kepada 4 juta debitur, dengan

tingkat Non Performing Loan (NPL) sangat kecil 0,3%.

Arah kebijakan di bidang UMKM dan koperasi dalam periode 2015-2019 adalah
meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi sehingga mampu tumbuh menjadi
usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar dalam rangka mendukung
kemandirian perekonomian nasional. Strategi pembangunan yang akan dilaksanakan
adalah sebagai berikut: 1) peningkatan kualitas sumber daya manusia, 2) peningkatan
akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan, 3) peningkatan nilai tambah
produk dan jangkauan pemasaran, 4) penguatan kelembagaan usaha, 5) peningkatan

kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha.



BAB IV
KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Praktik Kerja Lapangan adalah salah satu mata kuliah yang harus ditempuh oleh
mahasiswa/i, agar dapat memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai dunia kerja
sekaligus mencoba menerapkan teori atau disiplin ilmu yang telah dipelajari dalam
perkuliahan. Selama melakukan PKL, praktikan mendapatkan banyak pengetahuan,
informasi, serta pengalaman tentang koperasi, khususnya kredit usaha rakyat. Berikut
adalah hasil yang diperoleh praktikan dari kegiatan PKL di Kementerian Koperasi dan

UKM:

1. Praktikan mengetahui bahwa koperasi dapat menyalurkan Kredit Usaha Rakyat
(KUR), dan langkah untuk mengajukan KUR.

2. Praktikan mengetahui bahwa ada pendampingan dan koordinator dalam
pengajuan KUR.

3. Praktikan mengetahui jumlah bank dan koperasi yang dapat menyalurkan KUR.

4. Praktikan mengetahui cara menjadi pendamping dan koordinator KUR

5. Praktikan mendapatkan pengalaman tentang bagaiman lingkungan kerja dan

memahami cara bersosialisasi dan berkoordinasi dalam lingkungan kerja.

38
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B. Saran
1. Bagi Mahasiswa

a. Mahasiswa sudah menyusun jadwal rencana mencari tempat PKL dan
menentukan tujuan PKL ditempat tersebut. Dan Mahasiswa perlu
ketelitian dalam melakukan tahapan sebelum melakukan PKL, seperti
memastikan surat-surat yang diperlukan dalam permohonan izin PKL
anatara pihak kampus dan kantor.

b. Mahasiswa perlu persiapan dalam segi materi perkuliahan yang telah di
dapatkan di kampus, serta pengembangannya. Agar Kketika
melaksanakan PKL tidak mengalami kesulitan dalam penerapan ilmu di
bidang pekerjaan dan dapat mengikuti diskusi dengan karyawan kantor
dengan baik.

c. Mahasiswa perlu memerhatikan bidang kerja yang akan ditempati
ketika melaksanakan PKL, agar sesuai dengan bidang perkuliahan yang
dipelajari diperkuliahan.

d. Mahasiswa perlu aktif untuk bertanya kepada karyawan di tempat PKL,
apabila mendapatkan kendala dalam melaksanakan pekerjaan. Dan
menggali informasi yang belum dapat di kampus.

2. Bagi Universitas

a. Meningkatkan pelayanan administrasi akademik secara keseluruhan

untuk mempermudah mahasiwa dalam mempersiapkan kebutuhan

administrasi yang berkaitan dengan PKL.
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b. Universitas perlu menjalin hubungan yang baik dengan perusahaan atau

kementerian yang berhubungan dengan kegiatan PKL mahasiswa.
3. Bagi Kementerian

a. Menyediakan kartu nama sementara untuk praktikan agar memudahkan
keluar masuk kantor. Karena setiap memasuki kantor diharuskan
menggunakan kartu nama untuk tap di pintu masuk.

b. Meningkatkan tingkat keamanan ruang kerja dari orang yang tidak
berkepentingan untuk meminimalisir hal-hal buruk yang tidak

diinginkan.
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J1. HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta
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Bapak/Ibu untuk dapat menerima mahasiswa Universitas Negeri Jakarta :
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Sebanyak : 2 mahasiswa (Aria Munandar, dkk) Daftar nama terlampir
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1. jAria Munandar 8105161205 0/08999526336
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Lampiran : e
Hal © Persetujuan izin Praktek Kerja Lapangan
Kepada Yth,

Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Humas
Universitas Negeri Jakarta
di -

Jakarta

Menindaklanjuti surat Kepala Biro Akademik, Kemabhasiswaan dan Humas
Universitas Negeri Jakarta Nomor: 14345/UN39,12/KM/2018 tanggal 20 September 2018
parihal Parmohonan |zin Praktek Kerja Lapangan di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah atas nama :

No Nama NPM Prodi
1_| Aris Munandar 8105161205 Pendidikan Ekonomi
2 | M. Taufik Syaputra 81051680545 Pendidikan Ekonomi

Pada prinsipnya kami dapat menyetujui dan kami tempatkan pada Deputi Pemblayaan
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sesual dengan program studi dan
konsentrasi pendidikan ekonomi,

Sehubungan dengan hal tersebut, kami telah menjadwalkan pelaksanaan Praktek

Kerja Lapangan (PKL) selama 2(dua) bulan terhitung mulai tanggal 28 Januari 2019 sampal
dengan 1 Maret 2019, dengan ketentuan sebagal berikut
1. Masuk Kantor :

- Senin s/d Kamis pukul 07.30 s/d 15.30 WiB

- Jum'at pukul 07.30 s/d 16.00 WiB

Sabtu dan Minggu libur

2, Tidak disediakan sarana transportasi dan fasilitas lainnya.
3. Menaati semua peraturan yang berlaku di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM.

Demikian kami sampalkan atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima

kasih,
~BIRO.UMUM
% la'Baglan, Tata Usaha
( ‘“' f
(% -—
W1
Drs, Bambang Sunaryo, MM
NIP., 19630703 199303 1 001
Tembusan :
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Lampiran 4

Penilaian Praktik Kerja Lapangan

B

.

()

TR

@ :"iriurmn:muxma .m T
(4
o

FAKULTAS EKONOMI ‘ol
~ [o— [ SSERs. el
-.._-.— \“
——— *
PENILAIAN PRAKTIK KERIA LAPANGAN
PROGRAM SARIANA (81)
AW
Nesvw s MavauPaR e
o Reghmast LA .
[———y e Ry
Tumpet Prabeih L Shcal " LA N Mv.‘*‘:
Absrna . Ferene
] ASPEK YANG DRNILAY .': KETERANUGAN
|| Kbt -89 K o
“ e N :d-
e mam A
1 | Kalwiplinas P :. :::
- o fww ¥ B
‘) _-n » ar
4 Kemarpaan Dhas [ O D
B lum & 1
S Kamerg b Manggensien Tl “-w 0 i
[(RLT S L L ’l 2 Adstas Wekts hdsh
Murgurdod Ko moeee T 95000 jem hemie efbiil

30 RS e bge bt

47



Lampiran 5

Sertifikat Praktik Kerja Lapangan Kemenkop
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Lampiran 6

Penilaian Praktik Kerja Lapangan Kemenkop
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Lampiran 7

50

Laporan Kegiatan Harian Praktik Kerja Lapangan

No

Hari/Tanggal

Kegiatan

1

Senin, 28 Januari 2019

Penempatan praktikan dibidang Penjaminan oleh

Tata Usaha Deputi Pembiayaan

Perkenalan praktikan kepada para karyawan di

bidang bagian penjaminan

Praktikan diarahkan di subbidang penjaminan

kredit

2 | Selasa, 29 Januari 2019 | Praktikan diarahkan untuk membaca dan
mengetahui aturan yang diterapkan pada deputi
pembiayaan khususnya bidang penjaminan
Praktikan membaca panduan koperasi sesuai UU
No. 25 tahun 1992
Praktikan berdiskusi mengenai bagian kredit
usaha rakyat

3 Rabu, 30 Januari 2019 Praktikan membaca panduan koperasi sesuai UU

No. 25 tahun 1992

Praktikan membaca buku pedoman pelaksanaan
pembayaraan subsidi bunga/bunga marjin kredit

usaha rakyat
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Kamis, 31 Januari 2019

Praktikan membaca Peraturan yang ada di

Kementerian Koperasi dan UKM

Praktikan membaca buku pendampingan kredit

usaha rakyat

Jumat, 1 Febuari 2019

Praktikan membaca buku pendampingan kredit

usaha rakyat

Praktikan berdiskusi mengenai bagian kredit

usaha rakyat

Senin, 4 Febuari 2019

Praktikan diminta untuk menyusun berkas

pendamping dan koordinator KUR

Praktikan membaca kembali buku pedoman

pendampingan KUR

Rabu, 6 Febuari 2019

Praktikan melanjutkan tugas menyusun berkas

pendamping dan koordinator KUR

Praktikan menginput berkas pendamping dan

koordinator KUR yang telah disusun

Kamis, 7 Febuari 2019

Praktikan  melanjutkan  menginput  berkas

pendamping dan koordinator KUR

Jumat, 8 Febuari 2019

Praktikan melaporkan berkas yang sudah selesai

di input
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10

Senin, 11 Febuari 2019

Praktikan diminta kembali untuk menyusun

berkas pendamping dan koordinator KUR

11

Selasa, 12 Febuari 2019

Praktikan menginput berkas pendamping dan

koordinator KUR yang telah disusun

12 | Rabu, 13 Febuari 2019 Praktikan menginput berkas pendamping dan
koordinator KUR yang telah disusun

13 | Kamis, 14 Febuari 2019 | Praktikan melaporkan berkas yang sudah selesai
di input

14 | Jumat, 15 Febuari 2019 Praktikan berdiskusi mengenai simpanan koperasi

dan mengenai subsidi bunga

15

Senin, 18 Febuari 2019

Praktikan diminta kembali untuk menyusun

berkas pendamping dan koordinator KUR

Praktikan di minta untuk membaca pedoman
penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan

UKM

16

Selasa, 19 Febuari 2019

Praktikan diskusi dengan Kasubbid mengenai

perkembangan koperasi di Indonesia

Praktikan diminta untuk membaca UU No. 10

tahun 2015
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17

Rabu, 20 Febuari 2019

Praktikan diminta untuk menjelaskan hasil dari
diskusi, berserta review dari UU No.10 tahun

2015

18

Kamis, 21 Febuari 2019

Praktikan diminta menginput berkas pendamping

dan koordinator KUR yang telah disusun

19

Jumat, 22 Febuari 2019

Praktikan diminta menginput berkas pendamping

dan koordinator KUR yang telah disusun

20

Senin, 25 Febuari 2019

Praktikan melaporkan berkas yang sudah selesai

di input

Praktikan mengurus pemberkasan bukti PKL pada

Kementerian Koperasi dan UKM

21

Selasa, 26 Febuari 2019

Praktikan mengurus pemberkasan bukti PKL pada

Kementerian Koperasi dan UKM

22

Rabu, 27 Febuari 2019

Praktikan mengurus pemberkasan bukti PKL pada

Kementerian Koperasi dan UKM

23

Kamis, 28 Febuari 2019

Praktikan mengurus pemberkasan bukti PKL pada

Kementerian Koperasi dan UKM

24

Jumat, 1 Maret 2019

Praktikan mengurus pemberkasan bukti PKL pada

Kementerian Koperasi dan UKM

Praktikan berpamitan kepada seluruh karyawan di

Deputi Pembiayaan




Lampiran 8

Input Data kedalam Ms. Excel
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Lampiran 9

Dokumentasi
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Lampiran 10

Lembar Konsultasi PKL
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Lampiran 11

Lembar Saran dan Perbaikan PKL
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